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Dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat, belum benar-benar melibatkan Penyandang
Disahilitas. Hal ini terkait pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta K erja menuai
pro dan kontra. Kritik terhadap Undang-Undang ini menyasar pada aspek formil dan materiil. Selain soal
substans yang kontroversial dan penggunaan perspektif yang tidak seimbang dalam memandang
permasalahan dan merumuskan solusi, minimnya pelibatan publik, terkhusus golongan masyarakat
Penyandang Disabilitas juga menjadi sasaran kritik atas proses pembentukan Undang-Undang ini. Proses
penyebarluasan dan keikutsertaan partisipasi masyarakat seharusnya merata kepada setiap kelompok,
termasuk kelompok Penyandang Disabilitas di dalamnya. Hal ini dikarenakan, sesuai dengan amanat
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan penerapan
prinsip-prinsip Convention on the Rights of Person with Disabilities, berbicara mengena pemenuhan hak-
hak Penyandang Disabilitas dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat pembentukan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Konvensi ini sendiri merupakan konvensi yang memuat
kedaulatan atas penyandang disabilitas guna menunjukkan kesunggukan atas perlindungan terhadap hak
mereka, memastikan semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak dasar manusia dan
kebebasan yang fundamental.

...... Regarding the dissemination and public participation process, Persons with Disabilities have not been
involved. It isrelated to the making of Legidation, which includes the stages of planning, preparation,
discussion, ratification or stipulation, and promulgation as stipulated in Law No. 12 of 2011. The ratification
of Law Number 11 of 2020 on Job Creation has drawn pros and cons. Criticism of this law targets the
formal and material aspects. Apart from the controversial substance and the use of unbalanced perspectives
in looking at problems and formulating solutions, the lack of public involvement, especially for people with
disabilities, has also become atarget of criticism for forming this Law. The process of dissemination and
participation of public participation should be evenly distributed to every group, including people with
disabilities. It is because, under the mandate of Law No. 12 of 201 concerning the Formation of Legidlation
and the application of the principles of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, it talks
about the fulfillment of the rights of Persons with Disabilities in the process of dissemination and public
participation in the formation of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. This convention contains
sovereignty over persons with disabilities to show seriousness about protecting their rights, ensuring that all
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persons with disabilities can enjoy all basic human rights and fundamental freedoms.



